
 

 

BUPATI  MAGELANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR 30 TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN MAGELANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAGELANG, 
  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyajikan laporan keuangan 
pemerintah daerah sesuai dengan standar Akuntansi 

Pemerintahan telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang 
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang 
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Magelang; 

b. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan pencatatan  
investasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah 

daerah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, ketentuan dalam 

Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Magelang Nomor 82 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Magelang perlu diubah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

  7. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah; 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 
7); 

  11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 18) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Magelang Nomor 82 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun 2016 Nomor 82); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA  ATAS 

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG. 
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Pasal I 

 
Ketentuan mengenai Metode ekuitas sebagaimana diatur dalam Huruf D METODE 
PENILAIAN INVESTASI BAB X KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI Peraturan 

Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 18) 
yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Magelang: 

a. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang 
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 
8); 

b. Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 

Nomor 82) 
diubah sebagai berikut: 
Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan 

dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba 
atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam 
bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi 

pemerintah dan dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai 
investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, 

misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta 
revaluasi aset tetap. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 
  
 

Ditetapkan di Kota Mungkid   
pada tanggal 15 Agustus 2017  

 
BUPATI MAGELANG, 
 

ttd 
 

ZAENAL ARIFIN 
Diundangkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 15 Agustus 2017  
                  

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 

ttd 

 
EKO TRIYONO 

                 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 30 

     Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 

SARIFUDIN, S.H. 
Penata Tk I 

NIP. 196702121993121001 
 


